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: Bukti Pesan Nama Perseroan
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: Detail Transakasi Data Perseroan
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DITJEN AHU

BUKTI PESAN NAMA PERSEROAN

JUM MUARA KASIH
TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI

Nomor Pemesanan Nama fSnaars L
oveor el Wk peaishin Ly pevalirian

Nama Perseroan

Nama Singkatan s.u
Tanggusl Pemesanan : 06 November 2015

Tanggal Kadaluarsa 05 Januan 2016

Nomor Kode Pembayaran $

Nama Pemesan

Nomor Telepon Pemesan o

Email Pemesan : : AL VY
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gl
DIREKTORAT JENDERAL AHU

BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
BADAN HUKUM
Pengesahan Badan Hukum Perseroan

KODE VOUCHER
NAMA PEMOHON : R

EMAIL PEMORON i B@gmail.com
NOMOR HP . L u
TANGGAL TRANSAKS| | 23 November 2015 10:14:32
It Tenaiy | 25 November 2015 23:59:00
TAGIHAN S Rp 000
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SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN
TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN

JUM MUARA KASIH

No. Transaks! 3

Virtual Account TENRI & BN : )
Nama NOTARIS

Nama PERSEROAN : ¢
Nama Singkatan 3 L,

Propinsi Wilayah Pendaftaran ! SULAWESI TENGGARA
Kabupaten/Kota Pendaftaran t KABUPATEN KOLAKA
Jenis Pesmohanan : Pendirisn Persarcan
Biaya TBNRI : RP T 000

Biaya BNRI B RP 30,000

Total : RP 580,000

Link Tagihan AVRI merupakar link untuk melakukan downioad Perintah Bayar
BN/TEN &I ke PNRI. Link tersebut tetap akan tamp walaupur pembayaran telab
difakukan karena belum tersedianya Sistem Elaktronik of PR sehingga antara
Sistem AHU dan PNRI befum terhubung,
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% | % @

| Detail Transaksi Perseroan
DATA PERSEROAN
Nama Persaroan I MLIARA VASDH
Nama Singkatan »
Jeres Perseroan MUM
vor i | Jangka Waktu Ferseroan ! THOAK TERBATAS
G " ‘ Status Persarcan : TERTUTUP
DATA NOTARIS
| Nama Notaris ! 2
E Nomor Akta
; Tanggal Akta 3
KEDUDUKAN PERSEROAN -
Alamat
Kecamatan :
Kabupaten : KABUPATEN KOLAKA
v Provinst £ SULAWES| TENGGARA
I MAKSUD DAN TUJUAN -
Maksud : Perdagangan
Tujuan : Perdagangan Besar, Kecuali Mobidl dan Sepeda Motor
Maksua : Perdagangan
Tujuan : Perdagangan Eceran, Kecuall Mobll dan Motor
Maksud : Tronsportast den Pergudangan
Tupian 1 Pergudangan dan Jass Penunjang Angkutan |
Maksud + Konstruks| |
Tiguan : Konstruksi Gedung |
Maksud : Konstruesd |
‘ Tujuan : Konstruks: Bangunan Sipil
Maksud : Jasa Persewaan, Ketenaga Kerjaan, Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha Ladnnya
Tujuan : Jasa Agen Perjalanan, Penyelengyara Tur dan jasa Reservasi
Laimnya
Jumlsh Lembar Saham
i
[ Jumiah Lembar Saham
|
g | Rip. ) 30/ Rp. onoi
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gﬁ - LK

MODAL DISETOR
Rp -, 7.0

Dalam bentuk uang.

| PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Jumiah Lembar
Saham

Jabatan | Klasifikasi Saham

| KOMISARIS | . \ e 20

DIREKTUR ; )| g, 0
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-. AH.... _.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERDAN TERBATAS
PT JUM MUARA KASIH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDDNESIA

Menimbang ©a Bahwa berdasarkan Permobonan Nataris . ., .. s . SEsusi sslinan Akta
Nomar - Tanggal ~ November 2015 yang dibuat oleh _ ¢ )
tentang Pendirian Badan Hukum PT ;.- 1., .. = disingkat PT_ "~ .. tanggal

Oesamber 2015 dengan Nomor Pendaftaran ..« . i oe . - - tedah sesual

dengan persyaratan pengesshan Pendinian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurw &, perly
menetapkan keputusan Menterl Hukum dan Hak Asas| Manusia tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JUM MUARA KASIH disingk:.c PT JUMK.

MEMUTUSKAN:

Menstapian 2

KESATU : Mengesahkan pendinan badan hukum - P. - . disingkat PT -1
yang berkedudukan di KABUPATEN KOLAKA karuna telah sesual oengan Data
Format Islan Pendirlan yang disimpan di dalom database Sistem Adminlstrasi Badan
Hukum sebagalmana salinan Akta Nomor  Tanggal o | yang
dibust oleh Notarls . . « .+ uyang berkedudukan di KABUPATEN KOLAKA,

KEDUA ! Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang
tercantum dalsm qlgta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA 1 jenls Perseroan UMUM,

KEEMPAY i Susunan Pemegany Ssham. Dawan Komisaris dan Direks! Terlampir.

KELIMA : Keputusan inl berlaky sejak tanggal ditetapkan.

Apabida temnyata dikemudian hari terdapat kekellruan dalam Keputusan inl maka
akan diadakan perbaskan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jokarta, Tonggal  Dasember 2015.

n.n MENTER| HUKUM DAN HAK ASASI MANUSEA
REPUSUK INDONESIA
PIt, DIREXTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

>

-
=

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP, 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL  Desember 2015
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-. ~AH . . TAHUN 2015 TANGGAL  Desaember 2015
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU- AH. TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JUM MUARA KASIH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

| 1. Medal Dasar : Rp. 00
| 2. Modal Ditempatian : Rp. )
3. Susunan Pemegang Ssham, Dewan Komisaris dan Direks|

Total

Klasifik Jumiah Lembar
Saham

| Nama

00 - 0,00
DIREKTUR . 100 0.00

Ditetapkan d| Jakarts, Tenggal . Desember 2015

REPUBLIK INDONESIA
Pt DIREXTUR JENDERAL ADMINISTRAS| HUKUM UMUM,

- ()

|
\ 2.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
\

e
DR. AIDIR AMIN DAUD, 5.H,, M.H
NIP, 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL ~ Desember 2015
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU- AH TAHUN 2015 TANGGAL = Desember 2015
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